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DENGAN% RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUP_ATI BOI{.AAN G MONGONDOW,

)
L , |
‘ ]

' ': bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2)
. Pcrgturdn Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jalan, perlu
menetapkan '+ Peraturan Daerah tentang - Pedoman

Pembeﬁén Nama Jalan; '

1. Pgéal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Négara

I . Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang~Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentfukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulaivesi'
~(Lembaran Negara Repu:t)llk Indonesia Tahu‘n 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nom’or 1822);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor .'132 Tambahan Lembaran Negara | Republik

‘Indonesia Nomor 4444); |

A4, Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomaor 68, ’I‘érnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo."r 4725);

Undang—Undang Nomor 22' Tahun 2009 tentang Lalu

+ Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Reputl)hk Indor1|¢31a Tat.lun 2009 NO{nor 96, Tambahan

| | ? :
'



Mel,n,etapkan

i

L‘émbaran Negara Republikdn(lionesia Nomor 5025);

6. Ijhdaﬁg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

| Pémbentukan ' Peraturan | Perundang—undangan
(Létnbaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor SQ,.' .’I‘amba,he!m Lembaran Negara Republik
In.dont:aégﬁ Nomor 5234);

T Updang’-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pefmerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
béberapa kali terakhir denganI Undang—Und:ang Nomor

i fI‘ahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

' undang I\;omor 23 Talhun 2014 itentang Pemerintahan

Daetah (Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun

| .2014‘ Nomor 244, Tambahan ' Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 200|6 tentang |
Jallar'l (Lembaran Negara Republik Indoneéia:Tahun
2(?06 Nomor 86, Tambahan Lembaran N‘egara
Réppblik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tent:lmg Pembentukan Rroduk Hukum ‘Daérah’
v(1‘3erita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jalan

! (Lernbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 2 Tahun 2017); 9

- Derllgan Persetujuan Bersariné .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
dan| .
ve BpPATI ]?:OLAANG :iVIONGONDOW

, MEMUTUSKAN : a

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
NAMA JALAN.

T



A

: ; - BABI
! KETENTUAN UMUM

Pasal 1 I

Dalam Peraturan Daérah ini yang dimaksud dei;gailn:

1:
2.

]

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Perherintah Daerah \adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebaga1 unsur penyelenggara Pemerintahan
|

_ .Daerah - ‘ . '

3. Bupati adalah,Bupati Bolaang Méngondow.

4. ‘Jals.m adAlah prasarana transportasi darat meliputi

segala bagian Jalan, termasuk bangunan peléqgkap
dan kelengkapannya. yang diperuntukan bagi lalu
lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaar; tanah, dibawah permukaan tanah
dan/atad air serta di atas pérm'ukaaﬁ dir, ‘kecluali

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

5. Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi

]
lalu lintas umum.

6. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh

:ihstansi,lbadan usaha, perseorangan atau kelompok

masyarakat untuk kepentingan sendiri.

7. Jalan Nasronal adalah merupakan Jalan arteri dan

Jalan: kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer
yang menghubungkan antar ibukota -provmm dan

Jalan strategis nasional serta Jalan tol.’

8. Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan' kolektor

dalam  sistem jaringan: Jalan . primer yang

mengﬁubungkan ibukota .provinsi dengan ibukota
|

Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota,

dan Jalan strategis provinsi.

9. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem

jafringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan

Nasional dan Jalan Provinsi yahg menghubungkan

- ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar
! |

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat

kegiatan lokal, Aantar pusat kegiatan lokal, sefta Jalan

SRR T



Uﬁmrn dalam sistim jaringaml Jalan sokufuder dalam
wﬁayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten

10. Jalan Desa adalah amerupakam Jalan Umum yang
menghubungkain ' kawasan dan/atau antar
perm‘uklman didalam desa serta Jdlan hngkungan

11 Nama Jalan adalah identitas, yang membedakan

an_tara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II
R MAKSUD DAN TUJUAN

|

| ‘' Pasal2 | . yo 0
(1) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk
) [
mengidentifikasi, .  menata, menertibkan dan

memberikan %cémanfaatan potensi sumber daya yang
ada. . '
(2) Tujuan Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),_f)ertujua_n untuk: | .
a. rhemudahkan memperoleh infoi‘masil dan alamat
A bagi masyarakat yang berkepentingan; .
b. memberikan penghargaan terhada]:') para pahlawan
; dan jasa seseorang - atas peqjuarigannyé dalam

pembangunan baik tingkat nasional, regional dan

] |
'* Daerah; |

" - meleétaﬁkan ) bu!daya berdasarkan
' karaktenstlk/ kearifan lokal dan :
vd. tertl,b adrmmstram dalarn pengelolaan aset milik
.Daerah. | Co
BAB 111
JENIS JALAN DAN NAMA JALAN
Pasal 3
Jems—;ems Jalan menurut statusnya terdiri darl:
- a. Jalan Nasional; ) '
b. Jalan Provinsi; . .

c. Jalan Kabupaten; dan



d. Jalan Desa.

b Pasal 4 I

I

I(l) Seti'ap'Jalan sebagaimana dimaksud (Elallam Pasal 3

. |
yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.

(2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
dikelompokan berdasarkan wilayah administrasi.

'(3) Ketentuan lebih lanjut 'mengenai Nama Jalan
sebagaumana dirnaksud dalam ayat (2) diatur dalam

Peraturan Bupatl ®w
| '

i
: ' Pasal 5
Nama Jalan di Daerah diambil dari:
a. nama pahlawan baik: tingkat nasional, regional
maupun bersifat lokal serta tokoh masyaralfat yang

dianggap berjasa dan telah ineninggal dunia;

. b.. nama tokoh pewayangan, nama kerajaan, nama

tempat atau wilayah; | '
I '
c. nama-nama flora, fauna, dan pulat -pulau di

Ir’ldonema dan ! ' }

"

d. nama nama lain yang tldak bertentangan dengan

norma kesusilaan dan ketertlban umum.
] ] :

i o Pasal 6

- |
' Penamaan Jalah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

\ l 1
untuk : ‘ !

a. Jala.h Nasmnal yang berada di Daerah dikoordinasikan

|
dengan pemerintah pusat;

b. jalan Provinsi yang 'berada di Daerah dlkoord‘ina31kan
dengan pamenntah provinsi; dan

é. Jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

. Pasal 7 | :
Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimalks“ud dalam
Pasal 5 harus memperhatikan : |

a. nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama

us.aha, merek dagang dan nama lainnya untuk

| .
i Lo ¢ o4 v



dias i sl

"
1

kepentingan pribadi atau golonganl tertentu,

b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma
I I

C.

kesusilgan, kepatutan dan ketertiban imum; dan
nama Jalan di Daerah disesuaikap dengan

karakteristik dan kekhasannya. |

I
i Ll
1
)

: ' BAB IV
|
| TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN

qual 8

(1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dllakukan

oleh:

a. Pemenntah Daerah; . !

b. tokoh masyarakat pemulka agama dan.pemangku
adat
Ci keluarga/ ahli waris darl tokoh pejuang dan atau

-tokoh masyarakat yang beljasa kepada bangsa dan

negara serta daerah,; |
d.'kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya

i'nasyarakat' |
|

E. perqsahiaan penger’nbang perumahan bagi jalan-

Jalan‘cp kawasan pemukiman yang dibangunnya;

I
atau

f. badan usaha swasta sejenisnya. '

(2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dlmaksud pada

ayat (1) dla_]ukan kepada Bupati.

(3)! Datam pembenan nama jalan Bupati membentuk Tim
1 i

Penamaan Jalan.

(4) Tim Sebagaxmana dimaksud pagia 'ayat (3) dltetapkan

(5) Ketentuaq 1eb1h lanjut mengenai prosedur pengusulan

dengan Keputusan Bupati.

nama' jalan sebagaimana dimaksud pada‘ ayat (1)

ditlé'tapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
. 'TIANG PAPAN NAMA JALAN 4 , *+




| '
| | |

| i Vo Pasal 9
(1) Setiap jalan yang telah diberi nama wajib dipasangkan
tla,‘ng papan nama jalan disertai kode poSs.
(2) ‘T‘uhsan nama Jaian dan sarana umum menggunakan
. huruf kapital latin.
(3) Selain l1'n(=,nggur1akan huruf kapital latin, nama jalan
dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf

daerah / suku. ' "

" (4) Ketentuan mengenaJ bahan‘ ukuran, warna, tata cara

penulisan, penempatan tlahg dan papan/plat nama

diatur dengan Peraturan Bupati.

: Pasal 10

Setiap‘ orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan

dan perubahan papan Nama' Jalan di Daerah kecuali

petugas yang Ferwenahg |
: l‘ i I

: :i | Pasal 11
Ketenf;uan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna,

tata cara penuhsan dan penempatan, papan Narna Jalan

dlatur dalam Peraturan Bupati.

i

4 |

Pasal 12 '

(1) Pengi;:mbang ‘wajib melakukan pemasangan papan

Nama Jalan yang berada di 'lingkungan kompleks

pcrumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan .,

dxbangun _

(2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan ' papan
Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks
perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum
fasilitas Jalan diserahkan kepada Pemerintah [?aer?h.

| ‘ P! i ]
I

BAB VI ;
' PEMBIAYAAN

I
' Pasal 13
Petnt)iayaan  perencanaan, pengadaan, pernas'aljlgan dan

pemeliharaan papan Nama Jalan yang diselenggarakan



i choitll

oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran
! [

(1)

(2)

Pendapatan dan Belanja Daerah.

: - ~ BABVII o
KETENTUAN PENYIDIKAN
|

Pasal 1.I4
Peniyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk
mefakﬁkan penyidikan atas pelanggaran Peraturan
Daerah ini. | |

Wewenang pqnyldlk sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) rnchpp‘tl. '

a. rpqnerifna, méncari, mengumpulkan dan meneliti
Heterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak
P1dana agar ketq:rangan -dtau laporan.: tersebut
menjadl Ieb1h lengkap dan jelas; :

b. meneliti,' mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang, pnbadl atau badan tentang
kebcnaran perbuatan yang dllakukan sehubungan
" dengan tindak pldana, |

. memi'nta? keferahgan dan baralng bukti ddri orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pldana |

d. memerlksa buku, 'catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;

e. melaku}&a‘n penggeledahan lunyuk mendapatkan

’ barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut;

f. meminta blantuan tenaga, ahli dalam rangka

, pelaksanaaﬁ tugas penyidikan tindak pidana;

‘g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

.rnemnggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
1de'nt1tas orang, benda dan/atau dokumen yang

dlbawa

i
]



" h. memotret séseorang‘yarfg berkaitan dengan tindak

pidana; ; | .
il. memanggil orang uﬁtuk didengar ll{etcrangannya
'I:dan diperiksé sebagai tersangka atau saksi;
jo menghentikan penyidikaﬁ; dan/atau
k‘melakukan tindakan .lain. yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidéna sesuai
‘ dengamI ketentdan peraturan perundang-undangan.
(3) Penylcil,k se‘bageumana dimaksud pada ayat (1)
membemtahukan dimulainya penyidikan dan
m-cnyampa1kan hasil penyidikannya kepada penungut
umum melalui penyldlk Pejabat Polisi Nega,ra Republik
Indonesm sesuai dcngan ketentuan yang d1atur dalam

. Ur;dang-lilndang Hulfum Acara Pidana yang?_ berlaku.

i

; : .
'll BAB VIII :
B KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
(1) Barang siapa dengan sengaja atau ' karena
kélalaiannya merusak, memindahkan dan/atau
menigubah papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dlpldana dengan pldana kurungan
palmg larna 2 (dua) bulan atau denda palmg banyak
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). '
(2) Tindak pidang sébagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pelanggaran.

' , BAB IX
'KETENTUAN PERALIHAN
|
e Pasal 16 b
Pada 'saat Perat{Jran Daerah ini mulai berlaku Nama
Jalan di' Daerah yang telah ada mhasih tetap berlaku
sepgmjang belum diubah Itian disesuaikan cl:lengan
Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak

lper&'r:uran pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan.

! ' I



g BAB.X
KETENTUAN PENUTUP

. B 0 Pasal 17
F‘eratulrar:lt I]l)alerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangka:nh. i
Agar ’ set‘iap orang  mengetahui, memerintahkan |
; peng;undangan Peraturan Daerah ini dengan

penempétannya dalam Lembaran Daerah ' Klabupaten
Bplaé?lg Morjgondow.

! i - .' !

| ; ' Ditetapkan di Lolak

| e pada tanggal '0 'A\?flt. 2018

4 Bi]PATI"BOLAANG MONGONDOW,

The

e - ST SOEPREDJO MOKOAGOW
Diundangkan di Lolak

v "y o [ ) '
g Abriy, 2014 | v

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (9/2017) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR' 2



' ' :PENﬁELASAN'
0 ATas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2 TAHUN 2018
| TENTANG' g
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN ‘
.o

4 i
i : ] ! '

UMUM. - . -

Jalan sebagai salah s'.latu prasarana transportasi Im(-:rupailcan unsur
pent_'ing dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bemégara, dalam
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dalm fungsi
masyarakat serta dalam memajukan kese_]ahteraan umum bebagalmana
dlmaksud d&larn Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republlk
Indonesia TahUp. 1945. , Di samping itu jalan sebagai bagian sistem
transportasi nasional mempu?ya_i peranan penting terutama dalam
mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya sserta lingkungan dan
dikembzﬁmgkan rnelaluil pendekatan pengemba‘ngan wilayah agar t.ercapai
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk
dan memperkokoh kesafuan nasionél untuk memantapkan pertahanan dan
keamanan nasional, serta membentuk struktur' ruang dalam rangka
mewujudkan: sasaran pembéngunan nasional.

Keberadaan jalan rnerupak'an bagian dari perencanaan dalam 'penataan
kota. Para Eahli dalam perencanaan kota telah meﬁgingatkan bahwa
kebqradaan jalah merupakan salah satu penentu agar suétu kota dapat
dikatakan sebagm kota yang “Ecopolis” atau “Humanopolis”.

Nama' Jgﬂan mempunyai implikasi yang besar lterhadap hak hak
masya_rakat,i tujuan Penamaan Jalan dapat memberi kemudahan
‘memperoleh informasi dan trzlms'portasil, sebagai P:’enghargaan terhadap jasa
seseorang atas 'perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun
pembangtinan, dan untul:: tertib Pdministras.i pengellolaan 'aset yang

menjadi milik Pemerintah, 'Daerahy dapat mewujudkan ketertiban dan
| klepasti’an hukum dal;arﬁ penyefenggax:'aan' Jjalan, mewujudkan peran
masyarakat  dalam | penyelenggaraan  jalan, mewujudkan  peran
penyelenggara jalan sécara optimal dalam pefnberiaﬁ layanan kepada
masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta
berplhak pada kepentingan masyarakat dan mewujudkan system jaringan
]alan yang berdaya guqa dan " berhasil guna untuk mendukung

I

terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

'
|
'

! ¢ .



II.

Pasal 6 :

. | | . I
Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga

masyarakat di herbagai tiidang pembangunan di daerah secara
komprehensif :_‘ dan be}"kesinamb,ungarlr, Pemerintah  Daerah perlu
merumuskaxé strategi pec'iioman Penamaan jalan untuk dituangkan dalam
Peraturan Daerah. '

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten' Bolaang MongondOW.
tentang Pefloman Pembe,rian'Nama Jalan dimaksudkan sebagdi pedoman
dalam rangiga mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara
oﬂtimal dexllgan tujuén terwujudnya Nama Jalan sehingga terwujud
ke'terltiban dalm' kepastian' hukum pada semua sektor pembangunan.

y "t ‘ A
PASAL DEMI PASAL | |+ F |
Pasal 1 . ‘ | i i
 Cukup jelas. |
Pasal 2 '
Cukup jelas. .
Pasal 3 ' ' ;

Cukup jelas. '

Pasal 4 '
. Cukup je_lasi‘ ‘ [
Pasal 5 . v
Cukup jeilas.
;

Cukup jelas. . o v |
'Pasal 7 | '
Cukup jelas. , 1! , - |
Pasal 8 : , '
| 'Cu1|<up jelas ; e
Pasal 9
Cukup _jelas. B b
Pasal 10 ]
Yang dimaksud “petugas berwenang” adalah dari instansi Kepolisian
atau Pemerintah Daerah. B |
Pasal 11 o | . |
Cukup jelas. | | - '
Pasal 12 : '
Cukup jelas. ' |
Pasal 13 ' |



|Cukup jelas. . .
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
: Cukup j,'élas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17 .
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
NOMOR..2 :



